
SOSIALISASI 
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN/

FRAUD CONTROL PLAN

Bogor, 12Juni 2024

Zulherizal, Ak., Msi., CA., CFrA., CRMP., FRMP

Koordinator Pengawasan Investigasi 1

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat



OUR OFFICE

Pada CPI 2023, menunjukkan bahwa 

Indonesia terus mengalami tantangan serius 

dalam melawan korupsi. “CPI Indonesia 
tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada 
di peringkat 115 dari 180 negara yang 
disurvei.

Sumber data : Transparency International

Korupsi di Indonesia

Corruption Perception Index 2023

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2023 (BPS)
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Secara Empiris

Tidak ada satupun organisasi yang bebas dari risiko kecurangan 
(fraud risk) 

• Kasasi Ditolak, Total Hukuman Gayus 30 Tahun Penjara
http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/Kasasi.Ditolak.Total.Hukuman.Gayus.30.Tahun.Pe
njara

• Rudi Rubiandini: Innalillahi, Saya Terima Vonis 7 Tahun
http://news.liputan6.com/read/2043369/rudi-rubiandini-innalillahi-saya-terima-vonis-7-tahun

• Angelina Sondakh: Putusan MA Hanya Cari Tepuk Tangan
http: //nasional.kompas.com/read/2013/11/21/1646351/Angelina 
.Sondakh.Putusan.MA.Hanya.Cari.Tepuk.Tangan

• Kasus penggelapan uang, Eks pegawai KPK divonis 4,5 tahun bui
http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penggelapan-uang-eks-pegawai-kpk-divonis-4.5-tahun-bui.html

• Mantan Penyidik KPK Divonis 8 Tahun Penjara
http://www.antaranews.com/berita/41634/mantan-penyidik-kpk-divonis-8-tahun-penjara
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Klasifikasi Kecurangan (ACFE Fraud Tree)

CORRUPTION
ASSET 

MISAPPROPRIATION
FINANCIAL 

STATEMENT FRAUD

Conflict of 
Interest

Bribery
Illegal 

Gratuities
Economic 
Extortion

Net Worth/  Net 
Income 

Overstatements

Net Worth/  Net 
Income 

Understatements
Purchasing 
Schemes

Sales 
Schemes

Invoice 
Kickbacks

Bid Ringging

Timing 
Differences

Fictitious 
Revenues

Concealed 
Liabilities & 
Expensse

Improper 
Asset 

Valuation

Improper 
Disclosures

Timing 
Differences

Understated 
Revenues

Overstated 
Liabilities & 
Expensse

Improper 
Asset 

Valuation

Improper 
Disclosures

Inventory and All 
Other Assets

Cash

Theft of Cash 
on Hand

Theft of Cash 
Receipt

Fraudulent 
Disbursements

Misuse

Larceny
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13 pasal, 
30

bentuk/jen
is TPK 

1. 
Kerugian 
Keuangan 

Negara

2. Suap-
menyuap

3.
Penggelapan 

Dalam 
Jabatan

4. 
Pemerasan

5. 
Perbuatan 

Curang

6. Benturan 
Kepentingan

Dalam
Pengadaan

7. 
Gratifikasi

Klasifikasi Kecurangan (UU TIPIKOR)

UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001
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Penyebab Kecurangan (Fraud Triangle)

PRESSURE

Personal justification 
of dishonest action

Financial or emotional 
force pushing towards 

fraud

Ability to execute plan 
without being caught
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Penyebab Kecurangan (GONE Theory)
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Perilaku SERAKAH 
sebagai potensi 
dalam diri setiap 

orang

KESEMPATAN 
untuk melakukan 

kecurangan

KEBUTUHAN 
penunjang 

kehidupan yang 
menurutnya wajar

PENGUNGKAPAN,
konsekuensi yang akan 
dihadapi oleh pelaku 
apabila diketahuinya 

kecurangan

GREED OPPORTUNITY NEEDS EXPOSURE



8

Dampak Kecurangan bagi Organisasi

Rusaknya sistem tatanan masyarakat

Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun 
hukum

Ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi

Munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat

Sikap frustasi, ketidakpercayaan, dan apatis terhadap pemerintah yang akan berdampak 
kontraproduktif terhadap pembangunan
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MENGAPA PREVENTIF?

Jika telah terjadi, korupsi mengakibatkan kerugian yang besar

Recovery atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil

Kasus korupsi, merusak reputasi baik institusi maupun individu

Proses litigasi menyita waktu dan biaya, baik bagi aparat hukum maupun calon tersangka

Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk
menutup-nutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain
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APA FCP?

Pengembangan
pengendalian yang dirancang 
secara spesifik untuk 
mencegah & menangkal, 
mendeteksi, dan merespon
kejadian berindikasi fraud

Sistem tersebut ditandai dengan 
adanya penguatan pengendalian 

fraud dari sistem tata kelola setiap 
organisasi yang telah ada sesuai 
dengan kondisi masing-masing 

organisasi

10

Memperkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,
Reformasi Birokrasi, ZI menuju WBK dan WBBM, dan 

Survey Penilaian Integritas dan Indeks Kemudahan 
Berusaha yang dikeluarkan oleh World Bank

Mengintegrasikan hasil kerja antar unit dalam 
upaya pencegahan fraud

Menunjukkan komitmen anti fraud dari Top 
Management

Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan 
berbasis risiko (Risk Based Activity)

Perlunya FCP
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Pengendalian Kecurangan

ditujukan untuk memperkuat dan
melengkapi

Pengendalian Kecurangan

Perlu didesain dan diselenggarakan 
secara spesifik dengan 

pertimbangan

Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang

telah ada, terutama dalam hal menangani risiko dan

kejadian kecurangan. Karakteristik 

kecurangan yang unik 

dibandingkan dengan 

jenis risiko lain

Karakteristik 

pengendalian intern



Latar Belakang Rencana Pengendalian Kecurangan 
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Untuk instansi pemerintah,
Konsultansi Pengendalian
Kecurangan dilakukan
dalam rangka mendorong
organisasi meningkatkan
akuntabilitas keuangan dan
pembangunan dengan
sasaran utama adalah
meningkatnya:

Maturitas penyelenggaraan 
SPIP dan Indeks Manajemen 

Risiko

Indeks Efektivitas 
Pengendalian Korupsi

Kapabilitas APIP

Maksud dan 
Tujuan, Sasaran, 
Ruang Lingkup

Maksud dan Tujuan Sasaran Ruang Lingkup

Meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pencapaian tujuan

organisasi dan tujuan

pembangunan nasional

Membantu Entitas Pemilik

Risiko Kecurangan mempunyai

Fraud Control Plan dan

mengimplementasikannya.

Terwujudnya eksistensi dan

implementasi FCP pada Entitas

Pemilik Risiko Kecurangan.

Sosialisasi dan penilaian

diagnostik, bimbingan teknis 

implementasi FCP, serta

evaluasi FCP



RISIKO 
KECURANGAN

Pengendalian 
Kecurangan

Rencana 
Pengendalian 

Kecurangan (FCP)

Konsultansi 
Pengendalian 
Kecurangan

Sosialisasi dan 

Penilaian Diagnostik

Bimbingan Teknis 

Implementasi FCP
Evaluasi FCP

Tahapan Konsultansi 
Pengendalian Kecurangan

13

Tahapan Konsultansi



Laporan Hasil Evaluasi 
FCP

Laporan Bimbingan Teknis Implementasi FCP yang 
memuat saran terhadap desain dan penyelenggaraan 

pengendalian lainnya terkait sepuluh atribut FCP

Output Konsultansi 
Pengendalian 
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Sosialisasi dan   
Penilaian Diagnostik

Bimbingan Teknis Evaluasi

Dokumen FCP dan 
Area Penguatan 
Pengendalian 
Kecurangan

Rancangan kebijakan, 
peraturan, pedoman, 

petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, 

panduan, SOP atau 
desain pengendalian 

lainnya terkait sepuluh 
atribut FCP

Rancangan 
pelaksanaan kegiatan 

pengendalian 
kecurangan terkait 
sepuluh atribut FCP

Revisi atas Dokumen 
FCP dan Area 

Penguatan 
Pengendalian 
Kecurangan

Laporan Sosialisasi dan 
Penilaian Diagnostik
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Strategi Pengendalian Kecurangan

STRATEGI PENGENDALIAN 
KECURANGAN

Strategi 
Pencegahan

Strategi 
Deteksi

Strategi 
Respon

Contoh: 
Peringatan 
dilarang 
merokok

Contoh: Pasang 
Smoke detector

Contoh: Alarm, 
Water spinkler
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ATRIBUT FCP DAN PILAR STRATEGI FCP

ATRIBUT FCP
PILAR STRATEGI 

CEGAH DETEKSI RESPONS

Kebijakan Antikecurangan √ √ √

Struktur Antikecurangan √ √ √

Standar Perilaku dan Disiplin √ √

Penilaian Risiko Kecurangan √ √

Manajemen Sumber Daya Manusia √ √ √

Manajemen Pihak Ketiga √ √ √

Sistem Whistleblowing √ √

Deteksi Proaktif √ √

Investigasi √

Tindakan Korektif √
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Definisi & Atribut FCP

Struktur 

Antikecurangan

Std Perilaku & 

Disiplin

Penilaian Risiko 

Kecurangan

Manajemen 

SDM

Kebijakan 

Antikecurangan

Investigasi

Deteksi Proaktif

Sistem 

Whistleblowing

Manajemen 

Pihak Ketiga

Tindakan 

Korektif

FCP

10 Atribut
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Kebijakan Antikecurangan

merupakan kerangka
regulasi implementasi
FCP di suatu organisasi
yang ditetapkan secara
formal oleh pimpinan
organisasi

Kerangka 
Implementasi 

Mengelola Risiko

Pernyataan 
Komitmen 
Pimpinan

Terciptanya Budaya
Antikecurangan 

Organisasi
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Struktur Antikecurangan

Struktur antikecurangan adalah
unit yang mengelola sistem
pengendalian penyimpangan,
menentukan uraian tugas
penanggung jawab, dan
mengatur pelaksanaan tugas
pengendalian. Struktur ini
bertujuan untuk..

Meyakinkan outcome strategi 
antikecurangan dapat tercapai 

secara keberlanjutan

Menyelaraskan FCP dengan 
tujuan organisasi

Tugas Unit Kerja

Membuat desain 
pengendalian kecurangan 

secara umum

Melakukan reviu atas 
sistem yang dijalankan

Memantau implementasi 
FCP

Melaporkan kinerja 
pengendalian kecurangan 

yang telah diterapkan
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Standar Perilaku dan Disiplin

Standar bertujuan 

untuk..

Diterapkan oleh seluruh 
anggota organisasi 

dalam melaksanakan 
tugas sehari-hari

Memberi arahan dan 
petunjuk perilaku yang 
sesuai dengan Standar

Mendefinisikan kriteria 
yang jelas

Menguraikan 
tentang..

Apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan 

pegawai

Tindakan yang legal dan 
ilegal

Sanksi yang diberikan 
jika pegawai melanggar
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Penilaian Risiko Kecurangan (FRA)

Penilaian Risiko
Kecurangan (FRA)
adalah serangkaian
proses identifikasi,
analisis, dan evaluasi
risiko kecurangan

Fungsi FRA

Menghasilkan daftar 
dan peta risiko 

kecurangan

Menjadi alat analisis dan 
evaluasi kelemahan 

pengendalian 
kecurangan

Yang dapat menjadi dasar
mitigasi risiko secara 
terukur dan komprehensif

Sehingga dapat ditemukan
solusi atas kecurangan yang
masih terjadi
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Manajemen SDM

Merupakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan kegiatan pengadaan,
pengembangan, pemberian
kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pelepasan SDM
agar tercapai tujuan

4
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Due Diligent pada proses 
rekrutmen dan promosi

Klausul kebijakan 
antikecurangan pada 

kontrak kerja

Larangan untuk 
melakukan retaliasi atau 

diskriminasi

Klausul bonus forfeiture



23

Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatannya,
organisasi berhubungan juga
dengan entitas lain, sehingga risiko
organisasi dapat muncul bersumber
dari..

PIhak 
Internal

PIhak 
Eksternal

Manajemen pihak ketiga 
memiliki 4 Aspek Utama:

Due Diligence sesuai 
risiko kecurangan

Strategi komunikasi 
yang sesuai

Pelatihan yang 
diperlukan

Klausul 
antikecurangan
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Sistem Whistleblowing (WBS)

Tujuan WBS

Mengatasi kelemahan 
akibat kolusi dan 

pengabaian manajemen 
dengan mendorong 
peran aktif pegawai 
dan pihak eksternal 
untuk menyampaikan 
informasi kecurangan

Agas efektif, WBS perlu 
setidaknya 4 hal

Jaminan perlindungan 
yang diberikan organisasi

Kepedulian anggota 
organisasi

Kepedulian mitra 
organisasi

Kepedulian anggota 
masyarakat
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Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif 

memerlukan desain 
kebijakan yang 
mencerminkan 
komitmen organisasi untuk 

secara proaktif mencari 
kemungkinan terjadinya sebuah 
kecurangan daripada menunggu 
kecurangan itu terjadi dan 
kemudian berdampak semakin 
membesar.

Organisasi membangun sistem 
deteksi dini sesuai dengan 

ukuran organisasi dan risiko

Organisasi 

Kecil

Organisasi 

Besar

Menggunakan 
sistem manual

Menggunakan 
bantuan 

teknologi
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Investigasi

Investigasi merupakan prosedur 
pengumpulan dan analisis data & 

informasi untuk membuktikan dugaan 
kejadian kecurangan. Dalam 

melaksanakannya, organisasi dapat 
memilih melakukan...

Investigasi 

mandiri

Meneruskan ke 

organisasi lain

Bekerja sama 

dengan 

organisasi lain

Investigasi memerlukan prosedur yang 
menjamin bahwa kecurangan yang 

terdeteksi ditangani dengan profesional

INVESTIGASI
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Tindakan Korektif 

Merupakan proses identifikasi dan 
eliminasi akar masalah sehingga masalah 

tersebut tidak terulang kembali. Untuk 
melakukannya, organisasi dapat memilih 

tindakan berikut.

Hukuman 

Disiplin

Asset 

Recovery

Pelaporan

Reframing 

budaya

Tujuan dari Tindakan Korektif 
adalah agar terdapat 

Kepastian Hukum 
dalam penanganan kecurangan 
yang terjadi di organisasi tersebut



iEPK  - Existing

iEPK  - Expected

TOOLS
CONSULTING

TOOLS
ASSURANCEgap

KINERJA 
ORGANISASI

iEPK &
Intervensi 
Pengawasan

PETA JALAN 
untuk perbaikan
GRC korupsi di 
KLPBU

IEPK utk apa



PENDEKATAN PENGUKURAN

EPK dinilai dalam kontinum

Artinya, kondisi untuk setiap indikator mungkin berada pada titik
terendah, yakni risiko korupsi takterkelola, kebijakan/kegiatan
antikorupsi artifisial atau formalitas belaka. Semakin maju,
berarti kegiatan semakin substansial hingga sampai ke titik
tertinggi: risiko korupsi terkelola secara substansial (terjadi
perubahan nyata di organisasi. Penerapan kebijakan/sistem
telah bertransformasi menjadi budaya dan berdampak nyata 
pada kinerja pencapaian tujuan organisasi)

artifisial substansial

artifisial –> substansial



iEPK

Pilar 1: Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Pilar 2: Penerapan Strategi Pencegahan

Pilar 3: Penanganan Kejadian Korupsi
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Pilar 1

kapabilitas

Pilar 2

penerapan

Pilar 3

penanganan





PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI

KEBIJAKAN 

ANTI KORUPSI

SEPERANGKAT 

SISTEM ANTI 

KORUPSI

DUKUNGAN 

SUMBER 

DAYA

POWER 

(KUASA DAN 

WEWENANG)

PEMBELAJAR

AN ANTI 

KORUPSI

ASESMEN 

DAN MITIGASI 

RISIKO 

KORUPSI

SALURAN 

PELAPORAN 

INTERNAL YANG 

EFEKTIF DAN 

KREDIBEL

KEPEMIMPINAN 

ETIS

INTEGRITAS 

ORGANISASI

ONAL

IKLIM ETIS 

PRINSIP

INVESTIGASI TINDAKAN 

KOREKTIF

2. PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Subunsur 1.1 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter

Subunsur 1.3 1 parameter 1 parameter 1 parameter

Subunsur 2.2 1 parameter

Subunsur 4.1 1 parameter

1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter 1 parameter

KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN

PENILAIAN SPIP

AREA/KOMPONEN PENILAIAN IEPK

Jumlah

PILAR BOBOT SKOR NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI 48% 0,80

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI 9,60% 1,50 0,14

SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI 7,20% 1,50 0,11

DUKUNGAN SUMBER DAYA 7,20% 1,88 0,14

POWER (KUASA & WEWEWANG) 14,40% 1,88 0,27

PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI 9,60% 1,50 0,14

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN 36% 0,62

ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI 9,00% 1,82 0,16

SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF 

DAN KREDIBEL

3,60% 1,95 0,07

KEPEMIMPINAN ETIS 9,00% 1,88 0,17

INTEGRITAS ORGANISASIONAL 7,20% 1,50 0,11

IKLIM ETIS PRINSIP 7,20% 1,50 0,11

PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI 16% 0,24

INVESTIGASI 8,00% 1,50 0,12

TINDAKAN KOREKTIF 8,00% 1,50 0,12

TOTAL 100% 1,66

PENGUKURAN IEPK 

DALAM PARAMETER 

SUBUNSUR SPIP
MAPPING PAREMETER PENGUKURAN IEPK DALAM PENGUKURAN SPIP



UNSUR/SUB UNSUR TERKAIT IEPK
Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1 Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam  pengelolaan keuangan

Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam  pengelolaan aset

Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam  pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang 
berlaku

SPIP - -

2 Kebijakan eksplisit atas  pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan 
struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi 

SPIP - IEPK

3 Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam 
pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons. 

SPIP - IEPK

4 Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level 
berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan 
sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi

SPIP - IEPK

5 Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam 
visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja

SPIP - IEPK

6 Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, 
SOP, hukum, atau standar profesional

SPIP - IEPK

7 Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen SPIP - IEPK

8 Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang 
ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian pengenaan sanksi dan 
perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.

SPIP - IEPK

Kepemimpinan yang Kondusif
1 Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 

untuk pencapaian tujuan organisasi.
SPIP - -

2 Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya 
untuk penerapan manajemen risiko.

SPIP MRI -

3 Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait 
risiko dalam pengambilan keputusan

SPIP MRI -

4 Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan 
manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan 
manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja

SPIP MRI -

5 Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi 
sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, 
personil, dan sarana prasarana

SPIP - IEPK

6 Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan 
unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara 
efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)

SPIP - IEPK

7 Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui 
atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan 
transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan 
keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.

SPIP - IEPK

Analisis Risiko
1 Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat 

keterjadiannya
SPIP MRI -

2 Instansi pemerintah telah menentukan prioritas 
risiko

SPIP MRI -

3 Instansi Pemerintah telah menentukan rencana 
tindak pengendalian

SPIP MRI -

4 Tindak pengendalian telah diimplementasikan SPIP MRI -
5 Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko SPIP MRI -
6 Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan  dan 

menghasilkan rancangan tindak pengendalian 
untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah 
terpetakan

SPIP - IEPK

Informasi yang Relevan

1 Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal 
dan eksternal.

SPIP - -

2 Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan SPIP MRI -

3 Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah 
dikomunikasikan.

SPIP MRI -

4 Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah 
dikomunikasikan ke pihak terkait

SPIP MRI -

5 Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam 
menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada 
pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek 
penggentar yang efektif.

SPIP - IEPK



IEPK 2023 SE JAWA BARAT
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Tahapan Penugasan Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik

Pemantauan 
Tindak Lanjut

Pelaporan

Pelaksanaan 
sosialisasi 

dan penilaian 
diagnostik

Perencanaan
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Pelaksanaan Penilaian Diagnostik

Metode Pengumpulan 
dan Analisis Data

Reviu Dokumen

Kuesioner

Wawancara individu 
dan kolektif (diskusi)

Observasi

Pengujian Eksistensi 
Atribut FCP

Pengujian Implementasi 
Atribut FCP
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Tahapan Penugasan Bimbingan Teknis

Pemantauan 
Tindak Lanjut

Pelaporan
Pelaksanaan 
bimbingan 

teknis
Perencanaan

Tahapan Evaluasi

Pemantauan 
Tindak Lanjut

Pelaporan
Pelaksanaan 
bimbingan 

evaluasi
Perencanaan
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